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RINGKASAN 

Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi 

bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara 

karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun 

di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk menanggulangi korupsi, mulai dari pembentukan lembaga khusus 

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penguatan regulasi dan 

sanksi hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, meskipun 

upaya pemberantasan korupsi terus berkembang, persoalan disparitas pemidanaan 

tetap menjadi sorotan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat 

publik dan politisi. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus yang 

menjerat Mardani H. Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu. Mardani H. Maming 

didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam perkara yang berkaitan dengan izin 

usaha pertambangan. Dalam proses hukum yang berjalan, ia mengalami 

perubahan vonis yang mencolok di berbagai tingkatan peradilan. Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman 10 

tahun penjara, kemudian diperberat menjadi 12 tahun di tingkat banding, tetap di 

tingkat kasasi, namun kembali dikurangi menjadi 10 tahun dalam putusan 

Peninjauan Kembali (PK). Selain hukuman penjara, ia juga dikenai pidana 

tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.110.600.000.000. (seratus sepuluh 

miliar enam ratus juta rupiah). Penjatuhan pidana uang pengganti ini 

menimbulkan perdebatan karena tidak ditemukan indikasi adanya kerugian negara 

secara langsung akibat perbuatannya. Dalam sistem hukum Indonesia, uang 

pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah formulasi sanksi 

pidana uang pengganti dalam kasus ini sudah ideal, dan apakah penerapannya 

telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Disparitas dalam 

penerapan pidana uang pengganti menunjukkan adanya potensi 

ketidakkonsistenan dalam sistem peradilan, yang berujung pada ketidakpastian 

hukum. Disparitas dalam penerapan pidana uang pengganti menunjukkan adanya 

potensi ketidakkonsistenan dalam sistem peradilan, yang berujung pada 

ketidakpastian hukum. Lalu dari perspektif sosiologis, penerapan pidana 

tambahan uang pengganti yang tidak konsisten dapat menciptakan 

ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat dapat melihat bahwa 
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hukum tidak lagi dijalankan secara objektif, tetapi menjadi alat untuk 

mengakomodasi kepentingan tertentu. Prinsip Dasar Uang Pengganti dalam 

Hukum Tipikor Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti hanya dapat dikenakan sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

Pembuktian keuntungan riil dalam tindak pidana korupsi merupakan syarat 

mutlak sebelum menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hakim 

harus dapat membuktikan bahwa terdakwa secara nyata memperoleh hasil dari 

kejahatan tersebut, baik dalam bentuk uang tunai, aset bergerak atau tidak 

bergerak, aliran dana ke rekening pribadi, maupun fasilitas lain yang memiliki 

nilai ekonomis. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kenikmatan hasil 

tindak pidana secara langsung oleh terdakwa, maka penjatuhan uang pengganti 

menjadi tidak berdasar secara hukum. Pidana tambahan berupa uang pengganti 

dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara 

akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan 

pidana uang pengganti diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) 

tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas, terutama pejabat 

negara yang potensial melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis 

terhadap penerapan pidana uang pengganti dalam kasus Mardani H. Maming, 

maka rekomendasi normatif pertama yang dapat diajukan adalah perlunya 

penegasan kembali batasan hukum mengenai penerapan pidana uang pengganti, 

khususnya yang terkait dengan pembuktian unsur menikmati hasil kejahatan. 

Pembuat undang-undang maupun Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman 

teknis tentang standar minimal pembuktian yang harus dipenuhi sebelum 

menjatuhkan pidana tersebut, agar hakim tidak menjatuhkan uang pengganti 

secara asal atau spekulatif. Ketidaktepatan penuntutan uang pengganti dalam 

kasus suap seperti ini dapat menimbulkan implikasi serius dalam praktik 

peradilan. Pertama, hal ini dapat menciptakan preseden buruk di mana semua 

jenis korupsi dianggap memiliki akibat kerugian negara, padahal tidak selalu 

demikian. Kedua, hal tersebut dapat mengaburkan batas antara perampasan hasil 

kejahatan (asset forfeiture) dengan penggantian kerugian negara (restitution), dua 

konsep hukum yang berbeda secara filosofi dan penerapannya. Ketiga, tindakan 

ini berpotensi membuka celah bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan hukum 

atau upaya hukum lanjutan, karena adanya ketidaksesuaian antara jenis tindak 

pidana dan jenis pidana tambahan yang dijatuhkan. 

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis 

penelitian hukum normative, dengan sifat penelitian yaitu preskriptif, lalu pada 

pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan 
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perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan 

historis. Jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. Pertama. Penerapan pidana uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian 

negara akibat perbuatan koruptif, namun penjatuhannya harus memenuhi unsur 

legalitas dan proporsionalitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 

Tipikor dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, pidana uang pengganti hanya dapat 

dibebankan jika terdapat keuntungan nyata yang diperoleh terdakwa dari hasil 

korupsi. Kedua. Formulasi ideal terhadap penerapan pidana uang pengganti 

menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban individual yang berbasis bukti 

konkret, bukan generalisasi. Hakim harus mengevaluasi setiap elemen perkara, 

termasuk apakah terdakwa benar-benar menikmati hasil dari tindak pidana 

tersebut, sebelum menjatuhkan sanksi uang pengganti. Individualisasi pidana 

mengharuskan pengadilan menilai secara adil peran terdakwa dalam 

menyebabkan kerugian negara atau memperoleh keuntungan pribadi. Jika 

Maming tidak terbukti menguasai atau menerima dana dari hasil suap, maka 

sanksi uang pengganti tidak bisa dibenarkan. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci: Tind a k  P idana , K orups i , S uap ,  M ardan i  H .  M aming .  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini ialah mengevaluasi apakah 

pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus Mardani H. Maming telah 

diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam 

sistem peradilan pidana. Menganalisis formulasi ideal terhadap sanksi pidana 

uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi suap yang melibatkan Mardani 

H. Maming, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan hukum. 

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis 

penelitian hukum normative, dengan sifat penelitian yaitu preskriptif, lalu pada 

pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan 

historis. Jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. Pertama. Penerapan pidana uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian 

negara akibat perbuatan koruptif, namun penjatuhannya harus memenuhi unsur 

legalitas dan proporsionalitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 

Tipikor dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, pidana uang pengganti hanya dapat 

dibebankan jika terdapat keuntungan nyata yang diperoleh terdakwa dari hasil 

korupsi. Kedua. Formulasi ideal terhadap penerapan pidana uang pengganti 

menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban individual yang berbasis bukti 

konkret, bukan generalisasi. Hakim harus mengevaluasi setiap elemen perkara, 

termasuk apakah terdakwa benar-benar menikmati hasil dari tindak pidana 

tersebut, sebelum menjatuhkan sanksi uang pengganti. Individualisasi pidana 

mengharuskan pengadilan menilai secara adil peran terdakwa dalam 

menyebabkan kerugian negara atau memperoleh keuntungan pribadi. Jika 

Maming tidak terbukti menguasai atau menerima dana dari hasil suap, maka 

sanksi uang pengganti tidak bisa dibenarkan. 
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ABSTRACT 

Keywords: Crime, Corruption, Bribery, Mardani H. Maming. 

The objectives to be achieved in writing this thesis are to evaluate whether the 

additional penalty in the form of replacement money in the case of Mardani H. 

Maming has been applied appropriately in accordance with the principles of 

justice and proportionality in the criminal justice system. Analyze the ideal 

formulation of the criminal sanction of replacement money in the case of bribery 

corruption involving Mardani H. Maming, by considering the aspects of justice, 

legal certainty, and legal benefits. 

In writing this thesis, the author uses normative legal research, with a 

prescriptive nature. The research approach utilizes several approaches, namely 

the statutory approach, the conceptual approach, the case approach, and the 

historical approach. The types of legal materials include primary, secondary, and 

tertiary legal materials. 

The research findings yield the following conclusions: First. The imposition of a 

monetary penalty in corruption crimes aims to recover state losses resulting from 

corrupt acts, but its imposition must meet the elements of legality and 

proportionality. Based on the provisions of Article 18 of the Corruption Law and 

PERMA Number 1 of 2020, a monetary penalty can only be imposed if there is a 

real benefit obtained by the defendant from the proceeds of corruption. Second. 

The ideal formulation for the application of a monetary penalty emphasizes the 

importance of individual accountability based on concrete evidence, not 

generalizations. Judges must evaluate every element of the case, including 

whether the defendant actually enjoyed the proceeds of the crime, before imposing 

a monetary penalty. Individualization of the sentence requires the court to fairly 

assess the defendant's role in causing state losses or obtaining personal gain. If 

Maming is not proven to have controlled or received funds from the bribe, then a 

monetary penalty cannot be justified. 
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